BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Batu Bacan merupakan batu hidup yang akan berubah warnanya

seiring berjalannya waktu dan saat ini sedang mengalami booming di

Halmahera Selatan. Namun pengelolaannya belum berjalan dengan baik

dikarenakan landasan yuridis pengelolaannya belum ada. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah di Kabupaten
Halmahera Selatan didasarkan pada arah kebijakan dan rencana tata
ruang wilayah Halmahera Selatan. Dalam hal melakukan usaha
penambangan, pengusaha penambangan wajib memiliki izin.

2. Kendaakendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh
pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan antara lain  kurang
memperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan
skala kecil yang tidak/ kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang
terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk
kebijakan tentang zonasi, pertanahan, pengendalian, pencemaran dan
reklamasi serta hukum adat.

3. Upayamengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan pertambangan batu
bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera dengan menerapkan upaya

administrass melalui instansi terkait. Upaya tersebut terlihat dalam
108



ketentuan bahwa untuk melakukan pertambangan Batu Bacan para
penambang harus mengajukan 1zin Pertambangan Rakyat (IPR) terlebih

dahulu.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah seharusnya dapat lebih tegas dalam melaksanakan
penertiban dan penegakan hukum selain itu juga pemerintah perlu
melakukan pembaruan terhadap Peraturan Daerah terkait Batu Bacan
karena walaupun sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan
Hidup dan juga Undang-Undang Pertambangan tetapi ada pasal-pasal
yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman misalnya dalam
pengaturan mengenai perizinan yang seharusnya diatur dengan lebih
jelas, iuran pertambangan daerah, dan juga berkaitan dengan ketentuan
pidana.

2. Bag semua pihak yang terkait dengan penambangan Batu Bacan di
Kabupaten Halmahera Selatan baik itu pemerintah, pengusaha, ataupun
masyarakat sekitar hendaknya dapat mengetahui dan melaksanakan hak
dan kewajiban masing-masing terkait dengan penambangan Batu Bacan,
karena dampak dari kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap

lingkungan hidup.
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